
 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I:  

Daftar Terjemah Ayat Alquran  

 

NO BAB HAL TERJEMAHAN 

1 1 1 

Dani dii antarai tanda-tandai kekuasaan-Nyai ialahi Diai 

menciptakani untukmui isteri-isterii darii jenismui sendiri,i 

supayai kamui cenderungi dani merasai tenterami 

kepadanya,i dani dijadikan-Nyai diantaramui rasai kasihi 

dani sayang.i Sesungguhnyai padai yangi demikiani itui 

benar-benari terdapati tanda-tandai bagii kaumi yangi 

berfikir.i (Q.S.i Ar-Rum/30:i 21) 

 

2 1 6 

Tempatkanlahi merekai (parai isteri)i dii manai kamui 

bertempati tinggali menuruti kemampuanmui dani janganlahi 

kamui menyusahkani merekai untuki menyempitkani (hati)i 

mereka.i Dani jikai merekai (isteri-isterii yangi sudahi 

dithalaq)i itui sedangi hamil,i makai berikanlahi kepadai 

merekai nafkahnyai hinggai merekai bersalin,i kemudiani 

jikai merekai menyusukani (anak-anak)mui untukmui makai 

berikanlahi kepadai merekai upahnya,i dani 

musyawarahkanlahi dii antarai kamui (segalai sesuatu)i 

dengani baik;i dani jikai kamui menemuii kesulitani makai 

perempuani laini bolehi menyusukani (anaki itu)i untuknya.i 

(Q.S.i At-Thalaq/65:i 6) 

 

3 
1 

4 

8 

100 

Kepadai wanita-wanitai yangi diceraikani (hendaklahi 

diberikani olehi suaminya)i mut´ahi menuruti yangi ma´ruf,i 

sebagaii suatui kewajibani bagii orang-orangi yangi 

bertakwa.i (Q.S.i Al-Baqarah/2:241) 

 

4 2 61 

Wanita-wanitai yangi ditalaki handaklahi menahani dirii 

(menunggu)i tigai kalii quru´.i Tidaki bolehi merekai 

menyembunyikani apai yangi diciptakani Allahi dalami 

rahimnya,i jikai merekai berimani kepadai Allahi dani harii 

akhirat.i Dani suami-suaminyai berhaki merujukinyai dalami 

masai menanti tu,i jikai merekai (parai suami)i menghendaki 

shlah.i Dani parai wanitai mempunyaii haki yangi seimbangi 

dengani kewajibannyai menuruti carai yangi ma´ruf.i Akani 

tetapii parai suami,i mempunyaii satui tingkatani kelebihani 

daripadai isterinya.i Dani Allahi Mahai Perkasai lagii Mahai 

Bijaksana.i (Q.S.i Al-Baqarah/2:228) 

 



 

 

9 
2 

4 

63 

100 

Tidaki adai kewajibani membayari (mahar)i atasi kamu,i 

jikai kamui menceraikani isteri-isterii kamui sebelumi kamui 

bercampuri dengani merekai dani sebelumi kamui 

menentukani maharnya.i dani hendaklahi kamui berikani 

suatui mut'ahi (pemberian)i kepadai mereka.i orangi yangi 

mampui menuruti kemampuannyai dani orangi yangi miskini 

menuruti kemampuannyai (pula),i yaitui pemberiani 

menuruti yangi patut.i yangi demikiani itui merupakani 

ketentuani bagii orang-orangi yangi berbuati kebajikan.i 

(Q.S.i Al-Baqarah/2:236) 

 

8 2 64 

Dani orang-orangi yangi akani meninggali duniai dii antarai 

kamui dani meninggalkani isteri,i hendaklahi berwasiati 

untuki isteri-isterinya,i (yaitu)i diberii nafkahi hinggai 

setahuni lamanyai dani tidaki disuruhi pindahi (darii 

rumahnya).i akani tetapii jikai merekai pindahi (sendiri),i 

Makai tidaki adai dosai bagimui (walii ataui warisi darii 

yangi meninggal)i membiarkani merekai berbuati yangi 

ma'rufi terhadapi dirii mereka.i dani Allahi Mahai Perkasai 

lagii Mahai Bijaksana.i .i (Q.S.i Al-Baqarah/2:240) 
 

5 
2 

4 

67 

101 

Haii orang-orangi yangi beriman,i apabilai kamui menikahii 

perempuan-perempuani yangi beriman,i kemudiani kamui 

ceraikani merekai sebelumi kamui mencampurinyai makai 

sekali-sekalii tidaki wajibi atasi merekai ’iddahi bagimui 

yangi kamui mintai menyempurnakannya.i Makai berilahi 

merekai mut´ahi dani lepaskanlahi merekai itui dengani carai 

yangi sebaik-baiknya.i (Q.S.i Al-Ahzab/33:49) 

 

6 2 71 

Talaki (yangi dapati dirujuki)i duai kali.i Setelahi itui bolehi 

rujuki lagii dengani carai yangi ma´rufi ataui menceraikani 

dengani carai yangi baik.i Tidaki halali bagii kamui 

mengambili kembalii sesuatui darii yangi telahi kamui 

berikani kepadai mereka,i kecualii kalaui keduanyai 

khawatiri tidaki akani dapati menjalankani hukum-hukumi 

Allah.i Jikai kamui khawatiri bahwai keduanyai (suamii 

isteri)i tidaki dapati menjalankani hukum-hukumi Allah,i 

makai tidaki adai dosai atasi keduanyai tentangi bayarani 

yangi diberikani olehi istrii untuki menebusi dirinya.i Itulahi 

hukum-hukumi Allah,i makai janganlahi kamui 

melanggarnya.i Barangsiapai yangi melanggari hukum-

hukumi Allahi merekai itulahi orang-orangi yangi zalim.i 

(Q.S.i Al-Baqarah/2:229) 

 

7 2 72 
Kemudiani jikai sii suamii mentalaknyai (sesudahi talaki 

yangi kedua),i makai perempuani itui tidaki lagii halali 



 

 

baginyai hinggai diai kawini dengani suamii yangi lain.i 

Kemudiani jikai suamii yangi laini itui menceraikannya,i 

makai tidaki adai dosai bagii keduanyai (bekasi suamii 

pertamai dani isteri)i untuki kawini kembalii jikai keduanyai 

berpendapati akani dapati menjalankani hukum-hukumi 

Allah.i Itulahi hukum-hukumi Allah,i diterangkan-Nyai 

kepadai kaumi yangi (mau)i mengetahui.i (Q.S.i Al-

Baqarah/2:230) 

 

10 4 104 

Hendaklahi orangi yangi mampui memberii nafkahi menuruti 

kemampuannya.i Dani orangi yangi disempitkani rezekinyai 

hendaklahi memberii nafkahi darii hartai yangi diberikani 

Allahi kepadanya.i Allahi tidaki memikulkani bebani kepadai 

seseorangi melainkani sekedari apai yangi Allahi berikani 

kepadanya.i Allahi kelaki akani memberikani kelapangani 

sesudahi kesempitan.i (Q.S.i al-Thalaq/65:i 7) 

 

11 4 105 

Dani merekai tidaki mempunyaii sesuatui pengetahuanpuni 

tentangi itu.i merekai tidaki laini hanyalahi mengikutii 

persangkaani sedangi Sesungguhnyai persangkaani itui tiadai 

berfaedahi sedikitpuni terhadapi kebenarani (Q.S.i al-

Najm/53:28) 
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Lampiran 2 : 

Putusan di tingkat pertama 

                                    

PUTUSAN 

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
Pengadilan Agama Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 06 

Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX 

Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon; 

melawan 

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 14 

Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX 

Kabupaten Tapin. Dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada XXX., Advokat yang berkantor di Jl. Perintis 

Raya No. 03 RT. 02, Kecamatan Tapin Utara, 

Kabupaten Tapin, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar pada 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 

12/SK/9/2020/PA.Rtu tanggal 29 September 2020, 

sebagai Termohon 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Para Pihak;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan di persidangan 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari itu 

juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut: 

1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 16 

September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 

XXX/04/IX/2015 tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Provinsi 

Kalimantan Selatan;  
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2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat 

tinggal di rumah kontrakan di Jl. Jend. Sudirman Rantau RT. XXX RW. 

XXX Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten 

Tapin selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di bersama 

di Jl. Jend. Sudirman Rantau RT. XXX RW. XXX Kelurahan Rangda 

Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin selama kurang lebih 4 

(empat) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;   

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;   

4  Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, 

dan sejak bulan Juni 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

disebabkan:     

4.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar 

rumah tanpa izin Pemohon. Termohon kadang baru pulang setelah 2 

(hari);   

4.2 Termohon bersifat tempramental, yakni sering berkata-kata kasar 

kepada Pemohon tanpa sebab yang pemohon ketahui sehingga 

Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;   

4.3 Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon, seperti pada saat Pemohon dan Termohon sedang terjadi 

pertengkaran maka adik atau keluarga Termohon selalu ikut campur 

dan semakin memperkeruh keadaan antara Pemohon dan Termohon, 

sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah 

tangga;   

5 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020 disebabkan hal 

yang sama, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan 

Termohon. Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi disampaikan 

kepada Termohon yang disaksikan oleh ibu kandung Pemohon yang bernama 

XXX. Kemudian setelah itu Pemohon menyekat rumah, sehingga antara 

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 

(satu) bulan. Walaupun masih satu rumah, antara Pemohon dan Termohon 

tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami 

istri;   

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka 

Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam 

berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat 

diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan 

kemudaratan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan 

ingin bercerai dengan Termohon;   

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;   

 

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

PRIMER 



 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;   

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;   

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;   

SUBSIDER 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya 

 

Selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang 

menghadap sendiri dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang 

menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan 

perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan 

menunjuk XXX hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai Mediator untuk 

melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi 

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan hasil 

mediasi tanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya dibacakan surat permohonan 

Pemohon tanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu, tanggal 10 September 

2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas permohonan Pemohon 

tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara 

tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Termohon pada pokoknya sangat menyangkal/membantah seluruh 

dalil-dalil, dan alasan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu 

hal yang benar oleh Termohon di dalam jawaban; 

2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 dalam surat 

permohonannya; 

3. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon pada poin 4, yang mendalilkan: 

a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, namun dalam dalil tersebut 

Pemohon tidak dapat menguraikan maksud ketidakpatuhan Termohon 

terhadap Pemohon; 

b. Termohon didalilkan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan 

didalilkan kadang baru pulang setelah 2 (dua) hari, itupun Pemohon tidak 

dapat menjabarkan, sehingga cenderung fitnah; 

c. Termohon dikatakan Pemohon sering berkata-kata kasar, itupun 

Pemohon tidak dapat menjabarkannya, karena justru Pemohonlah yang 

sering berkata kasar dan tempramen, yang dicontohkan untuk mengajak 

hubungan suami istri saja, Pemohon dengan berucap “sini tak garap”, 

yang demikian secara tidak langsung ucapan tersebut merendahkan diri 

Termohon baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang 

perempuan; 

d. Begitu juga dengan dalil Pemohon, kalau terjadi pertengkaran, keluarga 

atau adik Termohon sering ikut campur, inipun Termohon bantah; 

4. Bahwa apapun dalil Pemohon, khususnya dalil sering terjadi pertengkaran 

adalah hal yang tidak disadari oleh Pemohon, yang padahal kalaupun terjadi 

pertengkaran adalah penyebab yang tidak disadari Pemohon adalah akibat 

dari perbuatan/tingkah laku Pemohon sendiri yang cenderung pemalas, tidak 

transparan dalam menggunakan keuangan yang dimiliki Termohon, yang 



 

sering digunakan Pemohon selain tanpa seizin Termohon juga digunakan ke 

hal yang tidak jelas  

5. Atau dalam suatu kejadian dikarenakan Pemohon marah-marah tanpa sebab 

yang jelas dan membuat Termohon merasa takut dan tidak ingin meladeni, 

Termohon ikut tidur dengan orang tua Pemohon yang bernama Supriyati yang 

pada saat itu kebetulan orang tua Pemohon berada di rumah dan hal tersebut 

Termohon ceritakan kepada orang tua Pemohon; 

6. Bahwa begitupun, dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan pernah 

mencaraikan Termohon secara tidak resmi di hadapan atau disaksikan orang 

tua Pemohon yang bernama Supriyati adalah hal yang tidak benar dan 

dibantah oleh Termohon; 

7. Namun kalau Pemohon introspeksi diri dan menyadari dengan sifatnya yang 

tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang berkewajiban memberikan 

nafkah/biaya nafkah untuk Termohon sebagai istri, yang tidak dijalankan 

kewajibannya tersebut sebagai seorang suami atau tidak pernah meminta izin 

Termohon ketika hendak mengambil keputusan atau ketika hendak 

menggunakan keuangan; 

8. Sehingga dengan dasar di atas, Ketua/Majelis Hakim harus menolak 

permohonan perceraian diluar alasan-alasan seperti yang disebutkan dalam 

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam tentang 

alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian atau setidaknya apabila 

Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya; 

Bahwa berdasarkan dalil serta alasan tersebut di atas, kiranya 

Ketua/Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 

1.  Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2.  Membebankan biaya perkara kepada Pemohon. 

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan 

replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula; 

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya 

telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan 

jawabannya; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut: 

Bukti Surat: 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0120/04/IX/2015, yang dikeluarkan 

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, 

tanggal 19 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata 

sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), 

selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diparaf dan diberi 

tanda P.1; 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor XXX, yang 

dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tapin, tanggal 25-01-2018 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

atas nama TERMOHON Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 25-01-201819, 



 

bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON telah dicocokkan 

dan ternyata sesuai dengan aslinya namun kartu tanda penduduk atas nama 

TERMOHON tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup dan telah 

dicap pos (nazegelen), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis 

tersebut diparaf dan diberi tanda P.2; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON Nomor 

XXX, yang dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tapin, tanggal 25-01-201819, bukti tersebut telah dicocokkan dan 

ternyata sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dicap pos 

(nazegelen), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diparaf 

dan diberi tanda P.3; 

4. Fotokopi percakapan melalui whatsapp Termohon, surat bukti tersebut telah 

dicap pos (nazegelen), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis 

tersebut diparaf dan diberi tanda P.4; 

5. Fotokopi daftar pinjaman Pemohon dan Termohon dengan pihak ketiga,  surat 

bukti tersebut telah dicap pos (nazegelen), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat 

bukti tertulis tersebut diparaf dan diberi tanda P.5; 

B.  Bukti Saksi. 

1. SAKSI I P, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Blitar 06 Agustus 1961, agama 

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat 

tinggal di Komp. XXX, Kabupaten Tabalong. Saksi di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:  

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah 

ibu kandung Pemohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 

bulan September 2015; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 

kontrakan di jalan Jenderal Sudirman Rt.003, Kelurahan Rangda 

Malingkung, kemudian pindah ke rumah bersama Jalan Jenderal Sudirman 

Rt.009, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, 

Kabupaten Tapin, sampai pisah tempat tinggal; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis 

namun sekarang suda tidak rukun lagi; 

 Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon mulai tidak 

rukun lagi namun selama Saksi kumpul dengan Pemohon dan Termohon 

selama 1 bulan sering cekcok (bulan Agustus 2020); 

 Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih bahkan 

Pemohon pernah mengucapkan cerai terhadap Termohon; 

 Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya Pemohon dengan Termohon mau 

bercerai; 

 Bahwa Saksi tahu Termohon pernah pergi selama 4 hari untuk 

menenangkan hati karena ada masalah Pemohon dengan Termohon; 

 Bahwa selama Saksi tinggal dan kumpul dengan Pemohon dan Termohon 

tersebut, sifat Termohon biasa saja dan baik-baik saja kecuali kalau ada 

masalah dengan Pemohon; 



 

 Bahwa Pemohon pernah mengeluh dengan Saksi kalau Pemohon merasa 

tidak dihargai oleh Termohon; 

 Bahwa Pemohon pernah mengeluhkan kalau Pemohon ada cemburu 

dengan Termohon akan tetapi Saksi tidak tahu cemburu dengan siapa; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) buah mobil; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 

September 2020 yang lalu; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 

2 (dua) bulan yang lalu; 

 Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon mengatakan 

menceraikan Termohon beberapa kali; 

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan dan 

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa pada saat menikah dulu Pemohon berstatus jejaka sedangkan 

Termohon berstatus janda; 

 Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai 

supir tangki BBM; 

 Bahwa setelah menikah, Pemohon masih bekerja sebagai supir tangki 

BBM namun tidak lama sudah berhenti menjadi supir tangki tersebut; 

 Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon buka warung 

makan; 

 Bahwa Termohon pernah meminta saran kepada Saksi tentang masalah 

rumah tangganya dan Saksi pernah menyarankan agar minta saran dan 

nasihat ulama yang lebih mengerti; 

 Bahwa usaha rumah makan yang dulu dengan yang sekarang tidak sama 

lagi, karena sudah semakin besar bersama-sama Pemohon dan Termohon; 

 Bahwa setahu Saksi keluarga Termohon tidak ada ikut campur dalam 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut; 

2. SAKSI II P, NIK XXX, tempat tanggal lahir Kebumen, 05 Juni 1991, agama 

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. IRM, tempat tinggal di 

XXX, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah 

teman Pemohon; 

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 

 Bahwa sejak Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon 

dengan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Jalan Jenderal 

Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung sampai pisah tempat tinggal; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

 Bahwa setahu Saksi status Termohon Sebelum menikah dengan Pemohon 

adalah Janda punya anak 1 orang; 

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis 

namun sekarang sudah tidak rukun lagi; 



 

 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2020 

yang lalu; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena menurut cerita 

Pemohon Termohon tidak profesional dalam usaha karena telah membawa 

keluarga, Pemohon tidak setuju karena keluarga Termohon ikut campur 

dalam urusan keluarga Pemohon dengan Termohon; 

 Bahwa selama Saksi di tempat Pemohon dan Termohon, sikap Termohon 

biasa-biasa saja atau baik-baik saja; 

 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon mengeluhkan tentang 

kepergian Termohon tersebut; 

 Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon sekarang telah diguna-guna 

orang lain sehingga Pemohon berubah prilakunya terhadap Termohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 

sejak 1 bulan yang lalu; 

 Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon mengeluhkan tentang hutang 

piutang Pemohon dan Termohon; 

 Bahwa Saksi tidak tahu masalah cicilan hutang Pemohon dengan 

Termohon; 

 Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon telah menceraikan Termohon; 

 Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut pada 

bulan September 2020 yang lalu; 

 Bahwa Pemohon pernah cerita kalau Pemohon curiga kalau Termohon ada 

hubungan dengan laki-laki lain; 

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan 

dan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa setelah berpisah Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada 

Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil; 

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut,Pemohon menyatakan 

menerima dan membenarkan; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

A. Bukti Surat. 

 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Nomor XXX, yang 

dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tapin, tanggal 25-01-2018, surat bukti tersebut telah dicocokkan 

dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan telah dicap 

pos (nazegelen), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut 

diparaf dan diberi tanda T; 

B.  Bukti Saksi. 

1. SAKSI I T,  NIK XXX, tempat tanggal lahir, Lamongan 10 Mei 1973, agama 

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, 

Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. 

Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai 

berikut: 



 

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah 

adik kandung Termohon; 

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak menjelang menikah dengan 

Termohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 

bulan September 2015; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 

kontrakan di Jalan Jenderal Sudirman Rt.003, Kelurahan Rangda 

Malingkung, kemudian pindah ke rumah bersama Jalan Jenderal Sudirman 

Rt.009, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, 

Kabupaten Tapin, sampai pisah tempat tinggal; 

 Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda satu 

orang anak; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

 Bahwa Sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai usaha 

warung makan (usaha catering) yang bekerjasama dengan Saksi; 

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis 

namun sekarang sudah tidak rukun lagi; 

 Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi 

sejak sekitar bulan Agustus 2020 yakni setelah hari raya puasa 2020; 

 Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon 

berselisih dan bertengkar; 

 Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya Pemohon dan Termohon bertengkar; 

 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan Termohon tentang 

masalah rumah tangganya dengan Pemohon; 

 Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon dengan Termohon berhutang 

kepada orang lain atau pihak ketiga; 

 Bahwa selama yang Saksi tahu tidak ada gangguan pihak ketiga atau 

selingkuh; 

 Bahwa setahu Saksi Termohon tidak pernah pergi sampai menginap 

selama 4 hari, akan tetapi Termmohon pernah menginap ditempat Saksi 

hanya satu malam saja; 

 Bahwa setahu Saksi pengelolaan usaha warung makan tersebut dikelola 

oleh Pemohon dan Termohon berdua tidak dikelola orang lain; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal 

kurang lebih 1 bulan; 

 Bahwa Termohon tinggal dirumah milik bersama di Jalan Jenderal 

Sudirman sedangkan Pemohon tidak tahu tinggal di mana sekarang; 

 Bahwa setahu Saksi selama ibu kandung Pemohon tinggal bersama dengan 

Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

dalam keadaan baik-baik saja; 

 Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pada saat Pemohon 

dengan Termohon bertengkar di luar rumah terus sampai masuk kekamar, 

akhirnya Termohon pingsan dan Saksilah yang menolong Termohon pada 

waktu itu; 



 

 Bahwa Saksi tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon; 

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan 

dan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai 

supir tangki minyak; 

 Bahwa biaya membangun rumah yang ditempati Termohon sekarang 

adalah sebagian dari menjual rumah Termohon di Jawa dan hasil menjual 

mobil truk yang dimiliki Termohon sebelum menikah dengan Pemohon 

dan dari pinjaman Pemohon dan Termohon dari bank; 

2. SAKSI II T , NIK XXX, tempat tanggal lahir Rantau, 07 Maret 1969, agama 

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di 

XXX, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah 

Laut. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya 

sebagai berikut: 

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah 

ibu angkat Termohon; 

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak menjelang menikah dengan 

Termohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 

 Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai 

supir tangki minyak (BBM); 

 Bahwa setelah menikah masih bekerja sebagai supir tangki akan tetapi 

tidak lama berhenti dan bekerja ikut dengan Termohon mengelola rumah 

makan bersama; 

 Bahwa untuk membangun rumah tersebut sebagian biaya dari Termohon 

menjual rumah di Jawa dan usaha warung serta membeli mobil truk buat 

usaha serta meminjam dari bank; 

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang 

pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan; 

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan 

kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya keberatan bercerai dan apabila 

permohonan cerainya dikabulkan Termohon meminta agar Pemohon diwajibkan 

untuk memberikan uang Iddah dan Mut’ah kepada Termohon yang besarannya 

diminta adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang Iddah dan 

Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk uang Mut’ah, dan mohon 

putusan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua 

hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan putusan ini. 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal 

mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali 

dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya 



 

tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) 

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta 

Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi 

dengan mediator Mawardi, S.Ag, M.H.I. yakni mediator dari Pengadilan Agama 

Rantau, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. 

Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara; 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa 

rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 

sejak bulan Juni 2020 disebabkan Termohon tempramental, tidak patuh dengan 

Pemohon, dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah 

tangga, puncaknya bulan Agustus 2020 Pemohon menceraikan Termohon secara 

tidak resmi, semenjak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan 

Termohon kurang lebih 1 bulan; 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon 

mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Pemohon dan 

duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil permohonan 

Pemohon, yaitu yang mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dan 

tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta adanya masalah yang 

mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak pada 

bulan Juni 2020, sehingga terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh 

Termohon tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg telah menjadi dalil tetap;  

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan 

Pemohon tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, karena menurut 

Termohon sebab perselisihan tidak jelas bahkan hal yang sebenarnya adalah 

kebalikan dari dalil Pemohon sebagai contoh Pemohonlah yang bersifat 

tempramental dan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu 

untuk dipermasalahkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah 

oleh Termohon, maka terhadap dalil yang dibantah tersebut, sesuai ketentuan 

Pasal 283 RBg kepada Pemohon dibebankan untuk memnbuktikan kebenaran 

dalil permohonannya, dan Termohon pun diberi kesempatan yang sama untuk 

membuktikan dalil bantahannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang 

saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh 

Majelis Hakim sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta 

telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) 

huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai 

jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 



 

Tahun 2000 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan cocok 

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh 

karenanya dapat diterima sebagai alat bukti (memenuhi syarat formil); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta 

Nikah yang menunjukkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad 

nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 16 September 

2015 dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan 

permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan bukti tersebut telah relevan 

dengan perkara a quo sehingga memenuhi syarat materiil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya dapat 

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli Pemohon saja, untuk Kartu Tanda 

Penduduk atas nama Termohon tidak dapat ditunjukkan yang aslinya, maka syarat 

formil bukti surat belum terpenuhi secara keseluruhan, sehingga bukti tersebut 

harus dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu 

Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, tidak ada relevansinya dengan 

sengketa dalam perkara aquo, karenanya harus dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa hasil cetak percakapan 

dari aplikasi Whatsapp Termohon, bukti tersebut selain harus memenuhi syarat 

formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dan syarat materiil yang diatur dalam 

Pasal 6, 15 dan 16 undang-undang yang sama, yang pada pokoknya bukti 

elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, 

keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk memenuhi persyaratan materiil ini 

dibutuhkan digital forensik. Oleh karenanya Majelis berpendapat, bahwa bukti-

bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti 

lain untuk menguatkannya;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi daftar 

pinjaman Pemohon dan Termohon dengan pihak ketiga, bukti tersebut tidak 

dijelaskan secara rinci dan mendetail, dan bukti tersebut tidak ada relevansinya 

dengan sengketa dalam perkara aquo, karenanya harus dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi 

bernama Supriyati binti Supiran dan Dwi Guntur Supriadi bin Mursalim Widodo, 

kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut bukan orang yang di bawah 

umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang 

disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi 

ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada 

hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud 

oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam 

perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum, sebagaimana 

ketentuan  Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 

134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan 

dipertimbangkan sebagai alat bukti; 



 

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan 

keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materiil 

menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan 

keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian 

satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka keterangan kedua saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, 

Termohon telah mengajukan alat bukti surat T dan 2 orang saksi sebagaimana 

tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 

sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta 

telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) 

huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai 

jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2000 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan cocok 

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh 

karenanya dapat diterima sebagai alat bukti (memenuhi syarat formil); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk atas nama Termohon, terbukti Termohon beragama Islam dan 

bertempat tinggal di Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, 

Kabupten Tapin, maka benar berdasarkan kewenangan relatif permohonan cerai 

diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Rantau; 

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan dua orang saksi 

bernama Sumiati binti Suwadi dan Rahayu binti Bulau, kedua orang saksi yang 

dihadirkan Pemohon tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang 

yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah 

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 

ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan 

kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh 

Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara 

perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum, sebagaimana ketentuan  Pasal 

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah 

memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan 

dipertimbangkan sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

keterangan saksi-saksi Termohon tersebut apakah memenuhi syarat materiil 

menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa Saksi 1 Termohon telah memberikan keterangan 

mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri serta relevan dengan perkara a quo, 

maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan telah 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;  

Menimbang, bahwa Saksi 2 Termohon juga telah memberikan 

keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri namun tidak relevan 



 

dengan dalil bantahan Termohon, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi 

syarat materiil dan karenanya harus dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang diakui atau 

tidak dibantah oleh Termohon, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon 

ataupun Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 

16 September 2015, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak; 

2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung 

harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), namun sejak 

bulan Juni 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, 

sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan 

disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling kecocokan lagi 

sebagai suami istri, Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala rumah 

tangga, dan melampiaskan rasa kekesalannya dengan sikap yang mulai kasar 

kepada Termohon, sehingga membuat Termohon merasa ketakutan untuk 

berdekatan dengan Pemohon; 

3. Sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah 

tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama,  dan selama 

berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi dan bahkan 

komunikasi diantara mereka sudah tidak lancar lagi; 

4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis 

Hakim, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pada pendirian untuk 

bercerai, meskipun Termohon masih mengharapkan bisa mempertahankan 

keutuhan rumah tangganya bersama Pemohon; 

Menimbang, bahwa dari petitum angka 2 (dua) Pemohon yang mohon 

agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada 

Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan 

perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun 

sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan atau permohonan yang 

mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai 

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak 

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu; 

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan 

permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (pasal 19 huruf f) yang 

disebabkan Pemohon dan Termohon bersifat tempramental, bahkan Pemohon 

sempat melontarkan kata-kata cerai; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa 

unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut: 

 Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus; 



 

 Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada 

harapan untuk rukun kembali; 

 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu 

persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon 

dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah 

memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, telah 

terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2020, meskipun Termohon 

masih mengharapkan untuk rukun dan kumpul bersama, namun Pemohon tetap 

bersikeras pada keinginnanya untuk berpisah dengan Termohon, dengan demikian 

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat 

tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran, 

akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan 

dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian 

parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian; 

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan mendengar 

keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua pihak, terbukti pula bahwa 

penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon merasa kurang 

dihargai sebagai kepala rumah tangga, dan melampiaskan rasa kekesalannya 

dengan sikap yang mulai kasar kepada Termohon, sehingga membuat Termohon 

merasa ketakutan untuk berdekatan dengan Pemohon, bahkan Pemohon sempat 

melontarkan kata-kata cerai, sehingga telah terpenuhi unsur kedua; 

Menimbang, bahwa antara kedua pihak telah diupayakan perdamaian 

oleh pihak keluarga agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan 

antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 

Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Majelis hakim telah berusaha 

mendamaikan kedua pihak pada setiap tahapan persidangan, demikian pula 

mediator yang ditunjuk dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan 

namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi 

pecah (broken marriage), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya 

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang seperti tersebut di 

atas, dan dalam perkara aquo dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi 

hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi 

pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah 

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara 

suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide al-

Qur’an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974), 

sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk 



 

tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini 

sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dan Termohon) tersebut 

sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu 

sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah 

tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri; 

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat 

dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang 

diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja 

dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis 

berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari 

kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah 

fiqhiyah yang berbunyi : 

 د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil  

maslahat”. 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah 

dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “ Dan jika mereka 

ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui”.  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum 

tersebut di atas,  Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang 

diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam 

telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karenanya permohonan 

Pemohon yang memohon untuk memberikan izin menjatuhkan talak terhadap 

Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dan Majelis dapat memberi izin 

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami istiri (ba’da dukhul) dan belum pernah 

bercerai. Oleh karena itu talak Pemohon yang dijatuhkan terhadap Termohon 

adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum 

Islam talak satu adalah talak raj’i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam 

masa iddah;  

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus 

karena perceraian dan ba’da dukhul, maka bagi Termohon berlaku masa iddah 

berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum 

Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 

90 hari; 

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Termohon dalam 

kesimpulannya apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan Termohon 

meminta agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan uang Iddah dan Mut’ah 

kepada Termohon yang besarannya diminta adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas 

juta rupiah) untuk uang Iddah dan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) 

untuk uang Mut’ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 



 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 

huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, 

maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan mut’ah yang 

layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri 

tersebut qabla al dukhul (belum dikumpuli) oleh suami yang menjatuhkan talak. 

Dan menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu besarnya mut`ah 

disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, namun permintaan 

Termohon tidak diterangkan dalam jawaban, Duplik, hingga akhirnya hanya 

diminta dalam kesimpulan, sehingga permintaan nafkah  tersebut tidak berdasar; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon juga 

tidak ada yang mendukung terhadap kemampuan Pemohon sebagai suami dalam 

pemberian nafkah Iddah dan Mut’ah, oleh karenanya Majelis Hakim 

berkesimpulan tidak mengabulkan permintaan Termohon tentang nafkah iddah 

dan mut’ah tersebut; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil 

syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini; 

 

MENGADILI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Rantau; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). 

 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 24 Rabi’ul Awal 1442 Hijriah oleh XXX. sebagai Ketua Majelis, 

XXX dan XXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh XXX sebagai 

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta kuasa 

hukum Termohon. 

 

Hakim Anggota 

 

Ttd 

 

XXX 

 

Ketua Majelis 

 

Ttd 

 

XXX 



 

Hakim Anggota 

 

Ttd 

 

XXX 

 

 Panitera Pengganti 

 

Ttd 

 

XXX 

 

Perincian Biaya :  

  Pendaftaran : Rp 30.000,00  

  Proses : Rp 50.000,00  

  Pemanggilan : Rp 240.000,00  

  PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00  

  Redaksi : Rp 10.000,00  

  Meterai : Rp   6.000,00 + 

Jumlah : Rp 356.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3: 

Putusan di tingkat banding 

 

PUTUSAN 

Nomor 1/Pdt.G/2021/ PTA. Bjm 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili 

perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim 

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 

 

PEMBANDING, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 

14 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX 

Kabupaten Tapin. Dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada XXX., Advokat yang berkantor di Jl. Perintis 

Raya No. 03 RT. 02, Kecamatan Tapin Utara, 

Kabupaten Tapin, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar pada 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 

12/SK/9/2020/PA.Rtu tanggal 29 September 2020, 

semula sebagai Termohon sekarang sebagai 

PEMBANDING 

 

melawan 

TERBANDING, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 06 

Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX 

Kabupaten Tapin, semula sebagai Pemohon, sekarang 

sebagai TERBANDING; 

 

 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara banding ini; 

 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikani segalai uraiani tentangi hali inii yangi termuatdalami 

putusani Pengadilani Agamai Rantaui Nomori 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu.i tanggali 

10i Nopemberi 2020i Miladiyah,i bertepatani dengani tanggali 24i Rabiuli Awwali 

1442i Hijriyah,i yangi amarnyai berbunyii sebagaii berikut: 

1. Mengabulkani permohonani Pemohon; 

file:///D:/Taufik%20Rahman/S2%20UIN/Tesis/Tesis%20Taufik%20Rahman/Penetapan%20Izin%20Ikrar%20Talak%20Tidak%20Berkekuatan%20Hukum%20298-Pdt.G-2020-PA.Rtu.pdf
file:///D:/Taufik%20Rahman/S2%20UIN/Tesis/Tesis%20Taufik%20Rahman/Penetapan%20Izin%20Ikrar%20Talak%20Tidak%20Berkekuatan%20Hukum%20298-Pdt.G-2020-PA.Rtu.pdf
file:///D:/Taufik%20Rahman/S2%20UIN/Tesis/Tesis%20Taufik%20Rahman/Penetapan%20Izin%20Ikrar%20Talak%20Tidak%20Berkekuatan%20Hukum%20298-Pdt.G-2020-PA.Rtu.pdf


 

2. Memberi zini kepadai Pemohoni (XXX bini XXX)i untuki menjatuhkani 

talaki satui raj’ii terhadapi Termohoni (XXXibintiiXXX)idii depani sidangi 

Pengadilani Agamai Rantau; 

3. Membebankani kepadai Pemohoni untuki membayari biayai perkarai 

sejumlahi Rp356.000,00i (Tigai ratusi limai puluhi enami ribui rupiah). 

 

Bahwa,i terhadapi putusani tersebut,i Termohoni yangi untuki selanjutnyai 

disebuti Pembandingi mengajukani permohonani bandingi padai harii Senini 

tanggali 23i Nopemberi 2020,i sebagaimanai tercantumi dalami Aktai 

Permohonani Bandingi yangi dibuati olehi Paniterai Pengadilani Agamai Rantaui 

dani permohonani bandingi tersebuti telahi diberitahukani kepadai Pemohoni 

yangi selanjutnyai disebuti Terbandingi padai tanggali 26i Nopemberi 2020,i 

sesuaii Relaasi Pemberitahuani Pernyataani Bandingi yangi 

dibuatolehJuruSitaPengadilanAgamaRantaui tanggal26i Nopemberi 2020; 

Bahwa,i selanjutnyai Pembandingi telahi menyerahkani memori banding 

pada tanggali 27i Nopemberi 2020,i sebagaimana tercantum dalam Surati Tandai 

Terimai Memorii Bandingi yangi dibuati olehi PaniteraPengadilani Agamai 

Rantau,i yangi merupakani bagiani tidaki terpisahkani dengani putusani ini,i yangi 

padai pokoknyai sebagaii berikut: 

1. Menerimai permohonani bandingi Pembanding; 

2. Membatalkani putusani Pengadilani Agamai Rantaui Nomor:i 

298/Pdt.G/2020/PA.Rtu.i tanggali 10i Nopemberi 2020,i dengani mengadilii 

sendirii memberikani putusani yangi seadil-adilnya; 

 

Bahwa,i memorii bandingi tersebuti telahi diberitahukani dani 

diserahkankepadai Terbandingi padai tanggali 1i Desemberi 2020,i sesuaii Relaasi 

Penyerahani Memorii Bandingi yangi dibuati olehi JuruSitai Pengadilani Agamai 

Rantaui tanggal1i Desemberi 2020; 

Bahwa,i terhadapi memorii bandingi tersebut,i Terbandingi tidaki 

menyerahkani Kontrai Memorii Banding,i sebagaimanai surati Keterangani yangi 

dibuati olehi Paniterai Pengadilani Agamai Rantaui tanggali 15i Desemberi 2020; 

Bahwa,i Pembandingi telahi diberitahui untuki memeriksai berkasi 

perkarai bandingi (inzage)i padai tanggali 16i Desemberi 2020,i namuni 

Pembandingi tidaki datangi untuki membacai berkas,i berdasarkani Surati 

Keterangani yangi dibuati olehi Paniterai Pengadilani Agamai Rantaui Nomori 

298/Pdt.G/2020/PA.Rtu.i tanggali 4i Januarii 2020; 

Bahwa,i Terbandingi telahi diberitahui untuki memeriksai berkasi perkarai 

bandingi (inzage)i padai tanggali 16i Desemberi 2020i dani berdasarkani Beritai 

Acarai Pemeriksaani Berkasi Perkarai Nomori 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu,i yangi 

dibuati olehi Paniterai Pengadilani Agamai Rantau,i yangi menerangkani bahwai 

Terbandingi telahi melakukani inzagei padai tanggali 16i Desemberi 2020; 

Bahwa,i permohonani bandingi tersebuti telahi didaftari dii Kepaniteraani 

Pengadilani Tinggii Agamai Banjarmasini padai tanggali 7i Januarii 2020i 

dengani Nomori 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjmi dani telahi diberitahukani kepadai 

Ketuai Pengadilani Agamai Rantaui sertai Pembandingi dani Terbandingi dengani 

surati Nomori W15-A/075/HK.05/1/2021i tanggali 07i Januarii 2021 



 

PERTIMBANGANI HUKUM 

Menimbang,i bahwai Pembandingi mengajukani bandingi padai tanggali 

23i Nopemberi 2020i dani Pembandingi hadiri padai sidangi pengucapani 

putusani Pengadilani Agamai Rantaui dalami perkarai ai quoi tanggali 10i 

Nopemberi 2020,i dengani demikiani permohonani bandingi tersebuti diajukani 

masihi dalami tenggangi masai bandingi sebagaimanai diaturi dalami Pasali 7i 

ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 20i Tahuni 1947i Tentangi Peradilani 

Ulangani joi dalami pasali 199i ayati (1)i Rechtsreglementi Buitengewesteni 

(RBg),i yaitui masihi dalami masai 14i hari,i karenai itui permohonani bandingi 

Pembandingi secarai formali dapati diterima; 

Menimbang,i bahwai kuasai hukumi Pembandingi adalahi advokati yangi 

telahi bersumpahi dihadapani Ketuai Pengadilani Tinggi,i kartui tandai anggotai 

yangi masihi berlakui dani jugai telahi memperolehi Surati Kuasai Khusus,i 

sehinggai berdasarkani Pasali 4i Undang-undangi Nomori 18i Tahuni 2003i dani 

Surati Edarani Mahkamahi Agung Nomori 6i Tahuni 1994,i makai kuasai hukumi 

tersebuti memilikii legali standingi untuki mewakilii Pembandingi dalami 

berperkarai dii tingkati bandingi terhadapi putusani Pengadilani Agamai Rantaui 

ai quoi ; 

Menimbang,i bahwai setelahi mempelajarii berkasi perkarai dani semuai 

surati yangi berkaitani dani berhubungani dengani perkarai bandingi inii 

termasuki memorii bandingi Pembanding,i makai Majelisi Hakimi Tingkati 

BandingPengadilani Tinggii Agamai Banjarmasini akani mempertimbangkani 

sepertii tersebuti dii bawahi inii ; 

Menimbang,ibahwaiPengadilaniTinggiiAgamai Banjarmasini sependapati 

dengani Putusani Pengadilani Agamai Rantaui yangi amarnyai memberi zini 

kepadai Pemohoni (TERBANDING)i untuki menjatuhkani talaki satui raj’ii 

terhadapi Termohoni (PEMBANDING)i dii depani sidangi Pengadilani Agamai 

Rantau,i sebagaimanai diktumi angkai 2i (dua)i tersebuti dii atasi dengani alasani 

sebagaii berikuti : 

 Bahwai Majelisi Hakimi Tingkati Pertamai Pengadilani Agamai Rantaui 

telahi berusahai untuki mendamaikani parai pihaki yangi berperkarai tetapii 

tidaki berhasil,i demikiani pulai upayai mediasii dengani mediatori 

Mawardi,S.Ag.,M.H.I.,i jugai tidaki berhasili mencapaii kesepakatani 

karenai ituMajelisi Hakimi Tingkati Bandingi Pengadilani Tinggii Agamai 

Banjarmasini berpendapati bahwai upayai damaii dani mediasii tersebuti 

telahi memenuhii ketentuani pasali 65i dani 82i ayati (1)i dani (4)i Undang-

undangi Nomori 7i Tahuni 1989i Tentangi Peradilani Agamai sebagaimanai 

telahi diubahi dengani Undang-undangi Nomori 3i Tahuni 2006,i terakhiri 

dengani Undang-undangi Nomori 50i Tahuni 2009i dani pasali 39i ayati (1)i 

Undang-undangi Nomori 1i Tahuni 1974,i sebagaimanai telahi diubahi 

dengani dengani Undang-undangi Nomori 16i Tahuni 2019i sertai 

Peraturani Mahkamahi Agung Republiki Indonesiai Nomori 1i Tahuni 

2016i ; 

 Bahwai Pemohoni dalami permohonani cerainyai yangi dibacakani dii 

depani sidangi Pengadilani Agamai Rantaui telahi memohoni agari 

Pengadilani Agamai Rantaui memberi zini kepadai Pemohoni 



 

(TERBANDING)i untuki menjatuhkani talaki satui raj’ii terhadapi 

Termohoni (PEMBANDING)i dii depani sidangi Pengadilani Agamai 

Rantau,i dengani alasani sejaki bulani Junii 2020i mulaii terjadii 

pertengkarani dani perselisihani yangi disebabkani karenai Termohoni tidaki 

patuhi kepadai Pemohon,i seringi keluari rumahi tanpai seizini Pemohon,i 

Termohoni temperamentali dani keluargai Termohoni ikuti campuri dalami 

rumahi tanggai Pemohoni dani Termohon,i yangi puncaknyai terjadii padai 

bulani Agustusi 2020i dani sejaki itui Pemohoni dani Termohoni sudahi 

pisahi tempati tinggal; 

 Bahwai terhadapi permohonani ceraii talaki tersebut,i Termohoni padai 

pokoknyai tidaki membantahi adanyai perselisihani dani pertengkarani dani 

yangi dibantahi hanyai penyebabi terjadinyai pertengkarani tersebuti yaitui 

karenai Pemohoni cenderungi pemalas,i tidaki transparani menggunakani 

uangi yangi dimilikii Termohon; 

 Bahwai Majelisi Hakimi telahi mendengarkani keterangani keluargai ataui 

orangi dekati Pemohoni dani Termohon,i sebagaimanai maksudi pasali 22i 

Peraturani Pemerintahi Nomori 9i Tahun1975i dani bahkani saksi i 

Pemohoni dani saksi i Termohoni membenarkani adanyai pertengkarani 

dani perselisihani antarai Pemohondani Termohoni bahkani pernahi melihati 

langsungi pertengkarani tersebut; 

Menimbang,i bahwai disampingi apai yangi telahi dipertimbangkani olehi 

Majelisi Hakimi Tingkati Pertamai dalami perkarai ai quo,i makai Majelisi 

Hakimi Tingkati Bandingi perlui menambahkani pertimbangani sendirii baiki 

tentangi perceraiani maupuni sebagaii akibati darii perceraiani tersebuti berupai 

nafkahi ‘iddahi dani Mut’ahi sebagaii berikut; 

Menimbang,i bahwai berdasarkani faktai dii persidangani Termohoni 

tidaki membantahi kalaui antarai Pemohoni dani Termohoni seringi terjadii 

pertengkarani dani perselisihan,i namuni yangi dibantahi hanyai penyebabi darii 

perselisihani tersebuti sebagaimanai yangi telahi disebutkani dii atasi dani 

sebagaii akibati darii perselisihani dani pertengkarani tersebuti Pemohoni dani 

Termohoni sudahi pisahi tempati tinggali sejaki bulani Agustusi 2020; 

Menimbang,i bahwai dengani kondisii rumahi tanggai yangi dialamii 

Pemohoni dani Termohoni sekarang,i Majelisi Hakimi Tingkati Bandingi 

berpendapati sudahi tidaki selayaknyai lagii mempertimbangkani darii pihaki 

manai sumberi pemicui perselisihani dani pertengkaran,i sebabi mencarii siapai 

yangi salahi dani yangi benari bukanlahi solusii terbaik,i hali manai sejalani 

dengani Yurisprudensii Mahkamahi Agung Nomori 38/K/AG/1990i tanggali 5i 

Oktoberi 1991; 

Menimbang,i bahwai berdasarkani faktai hukumi sebagaimanai telahi 

diuraikani dii atas,i Majelisi Hakimi Tingkati Bandingi menilaii bahwai kehidupani 

rumahi tanggai Penggugati dani Tergugati tidaki lagii berlandasakani mu’asyarahi 

bili ma’rufi (hubungani yangi baik)i sebagaimanai amanati Pasali 33i Undang-

Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi Perkawinani sebagaimanai yangi telahi 

diubahi dengani Undang-Undangi Nomori 16i Tahuni 2019i tentangi Perubahani 

atasi UndangUndangi Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi Perkawinani jo.i Pasali 77i 

Kompilasii Hukumi Islam; 



 

Menimbang,i bahwai olehi karenai kehidupani rumahi tanggai Pemohoni 

dani Termohoni tidaki lagii berlandasarkani mu’asyarahi bili ma’rufi (hubungani 

yangi baik),i dibuktikani dengani antarai Pemohoni dani Termohoni telahi 

berpisahi rumah,i makai Majelisi Hakimi Tingkati Bandingi berpendapati kualitasi 

pertengkarani Pemohon/Terbandingi dani Termohon/Pembandingi telahi sampaii 

padai pertengkarani dani perselisihani yangi tidaki mungkini didamaikani lagi,i 

dani karenanyai sejalani dengani Yurisprudensii Mahkamahi Agung RIi Nomor:i 

379.K/AG/1995i tanggali 26i Mareti 1997,i yangi menyatakani bahwai “Suamii 

isterii yangi tidaki berdiami serumahi lagii dani tidaki adai harapani untuki 

dapati hidupi rukuni kembali,i makai rumahi tanggai tersebuti telahi terbuktii 

retaki dani pecah”. 

Menimbang,i bahwai demikiani pulai dengani Surati Edarani Mahkamahi 

Agung RIi Nomori 04i Tahuni 2014,i Tentangi Pemberlakuani Hasili Rapati 

Pelenoi Kamari Mahamahi Agung RIi Tahuni 2013,i khususi untuki Kamari 

Peradilani Agamai padai angkai 4i disebutkani gugatani ceraii dapati dikabulkani 

jikai rumahi tanggai sudahi pecahi (brokeni marriage),i dengani indikatori antarai 

lain:i sudahi adai upayai damaii akani tetapii tidaki berhasil,i sudahi tidaki adai 

komunikasi,i salahi satui pihaki ataui masing-masingi pihaki meninggalkani 

kewajibannyai sebagaii suamii isteri,i telahi terjadii pisahi ranjang/pisahi tempati 

tinggali dani hal-hali yangi ditemukani dalami persidangani (sepertii adanyai 

WIL,PIL,KDRT,i maini judii dani lain-lain); 

Menimbang,i bahwai secarai sosiologisi suatui perkawinani yangi dii 

dalamnyai seringi terjadii perselisihani dani pertengkarani akani suliti untuki 

mewujudkani rumahi tanggai bahagiai yangi penuhi rahmahi dani kasihi sayangi 

sepertii yangi diharapkani olehi setiapi pasangani suamii istrii dani telahi 

diusahakani olehi Majelisi Hakim/Hakimi dani mediatori secarai maksimali 

untuki mendamaikani keduai belahi pihak,i namuni tidaki berhasili untuki 

menyatukani dani apabilai dipertahankani makai akani menimbulkani penderitaani 

pasangani suamii isterii tersebuti yangi berkepanjangani dani hali tersebuti dii 

atasi bersesuaiani dengani doktrini hukumi Islami yangi tercantumdalamKitabi 

Madzai Hurriyatuzi Zaujainii fithi Thalaaqi Juzi 1i halamani 83i yangi diambili 

alihsebagaipendapati Majelisi HakimTingkati Banding,i yangi berbunyi: 

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث 

رة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن تصبح الربطة الزواج صو

 المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة 

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga 

sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat 

laginasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh 

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu 

suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah 

aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. 

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir 

untuk melindungi hak-hak suami istri dari kemudharatan yang mungkin timbul 

apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, karena hanya akan 

menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah 

dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan 



 

perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka dalam hal ini berlakulah 

ketentuan untuk memutuskan perkawinan dalam rangka menghindari 

kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut; 

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan 

sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat 

bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan yang 

dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni “antara 

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat permohonan Permohonberalasan dan berdasarkan 

hukum; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam pasal 39 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 

pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, 

oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut 

dikabulkan dan diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Rantau dalam 

perkara a quo, yang amarnya member zin kepada Pemohon (TERBANDING) 

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di 

depan sidang Pengadilan Agama Rantau, harus dipertahankan; 

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam kesimpulannya 

menyatakan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka 

Termohon/Pembanding menuntut pemenuhan nafkah ‘iddah sejumlah 

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut”ah sejumlah Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah), namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditolak 

karena diajukan dalam kesimpulan dan tidak ada data yang mendukung 

kemampuan suami dalam pemberian nafkah ‘iddah dan mut”ah tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami 

untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban 

bagi bekas isteri;  

Menimbang bahwa, sebagai akibat cerai talak berdasarkan pasal 149 huruf 

a dan b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan Mut’ah yang 

layak, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama 

dalam masa ‘iddah. Dan dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan 

bahwa Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum 

ditetapkan mahar bag steri ba’da dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami; 

Menimbang bahwa, dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah ‘iddah dari bekas 

suaminya kecual steri tersebut Nusyuz; 



 

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak 

ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Termohon/Pembanding adalah isteri yang 

nusyuz; 

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami membayar 

nafkahi‘iddahidanimut’ah sebagaimana maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum 

Islam, Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat membebankan 

Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkahi‘iddahidanimut’ah tersebut;  

Menimbang, bahwa hak ex officio Hakim dalam hal ini harus dimaknai 

sesuai dengan Prinsip “Hakim Aktif” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 

ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 156 R.Bg. Artinya, hak ex 

officio Hakim dalam menerapkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, harus 

dimaknai bahwa pembebanan nafkah ‘iddah dapat dipertimbangkan meskipun 

Termohon/Pembanding tidak meminta/tidak menuntut di persidangan, apalagi 

dalam perkara a quo, Termohon/ Pembanding menuntut 

nafkahi‘iddahidanimut’ah, hanya saja tuntutan Termohon/Pembanding ditolak 

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena diajukannya baru pada 

saat penyampaiaan kesimpulan; 

Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Termohon/Pembanding yang 

disampaikan dalam kesimpulan dan memori bandingnya, maka Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat karena masalah ‘iddah dan mut’ah ini masih dalam 

lingkup hak ex officio Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim 

Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai hak ex officio yang diberikan 

oleh Undang-undang, namun untuk menentukan berapa jumlah yang dihukumkan 

kepada Pemohon/Terbanding bukanlah merupakan hak ex officio Hakim, akan 

tetapi merupakan kewenangan Hakim setelah mengadakan pembuktian dan 

mempelajari fakta-fakta di persidangan dengan mempertimbangkan dari segi 

kelayakan dan kemampuan Pemohon/Terbanding; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 

pekerjaanPemohon/Terbanding adalah sebagai pedagang dan sudah mempunyai 

rumah sendiri, meskipun tidak didapatkan fakta berapa jumlah penghasilan 

Pemohon/Terbanding, namun yang pasti bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai 

pekerjaan dan penghasilan tetap; 

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang 

layak Termohon/Pembanding dan pekerjaan Pemohon/Terbanding, maka layak 

dan patut apabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah 

‘iddah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima 

ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 bulan, sehingga berjumlah 

Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 

Menimbang,bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami in casu 

Pemohon/Terbanding dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa 

Termohon/Pembanding nusyuz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding 

berpendapat sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan 

mut’ah kepada Termohon/Pembanding in casu mantan istri sesuai dengan 

kepatutan dan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud firman 

Allah dalam Al-Qur’an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi; 

يلً . . .  حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِّ فمََت ِّعوُهُنَّ وَسَر ِّ  



 

Artinya : …Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara 

yang sebaik-baiknya. (QS. 33:49); 

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding 

mempertimbangkan bahwa mut’ah selain ukuran kemampuan 

Pemohon/Terbanding sebagai pedagang, perlu pula dipertimbangkan lamanya 

hidup berumah tangga, karena mut’ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan 

kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama 

menjalani rumah tangga, selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus 

dialami bagi seorang istri; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan 

apa yang telah dikemukakan oleh Prof. DR. Quraiys Syihab, M.A., dalam 

bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Volume I halaman 514 yang diambil 

alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut: “oleh karena dengan 

terjadinya perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hat stri 

demikian pula keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baiknya dan para 

keluarganya, pemberian tersebut merupakan lambang masih adanya hubungan 

silaturrahmi antara mantan suami dan mantan istri dan para keluarganya walaupun 

tanpa ikatan perkawinan/hubungan hukum lagi”; 

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut’ah yang harus diberikan 

Pemohon/Terbandingkepada Termohon/Pembanding didasarkan kepada rasa 

kepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding 

sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro sebagaimanadalam Kitab 

Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang berbunyisebagai berikut : 

 إنه اذا كا ن الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هى نفقة سنة بعد ائتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang s stritidak ridho 

atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’áh dari bekas suaminya 

yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas 

‘iddah”(Muhammad Abu Zahro AL Awalu SyahshiyyahDarulFikri al Araby, 

halaman 334); 

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah ‘iddah telah diputuskan 

Pemohon/Terbanding dibebani membayar ‘iddah selama 3 bulan sejumlah 

Rp7.500,000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) artinya nafkah ‘iddah setiap 

bulannya sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga 

untuk penghitunganMut’ah adalah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu 

rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai 

ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam 

serta dengan mempertimbangkan lamanya Termohon/Pembanding hidup bersama 

dan mendampingi Pemohon/Terbanding yaitu hanya 5 (lima) Tahun, maka 

Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio memandang layak dan 

patutPemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut’ah kepada 

Termohon/ Pembanding berupa uang sejumlah Rp20. 000.000,00 (dua puluh juta 

rupiah); 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 



 

Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya 

menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-

hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan 

nafkahi‘iddahidanimut’ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecualiapabila 

istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum 

pengucapan ikrar talak, Pemohon terlebih dahulu harus membayar kewajiban 

berupa nafkahi‘iddahidanimut’ah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 

298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 Nopember 2020 Masehi,harus dikuatkan 

dengan penambahan amar berupa pembebanan nafkahi‘iddahidanimut’ah kepada 

Pemohon/Terbanding yang selengkapnya seperti tersebut di bawah ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas 

sebagai penyempurnaan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

dalam perkara a quo, juga sekaligus merupakan jawaban dari memori banding 

Pembanding; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup 

perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan 

kepada Pemohon, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada 

Pembanding; 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini 

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima. 

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 

298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 Nopember 2020 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, 

dengan penambahan amar yang selengkapnya sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Member zin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon 

(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Rantau; 

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada 

Termohon berupa: 

a. Nafkah ‘iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta 

lima ratus ribu rupiah);  

b. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta 

rupiah); 

yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak; 



 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

TinggiAgama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Miladiyah, 

bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami XXX., 

sebagai Ketua Majelis, XXX dan XXX. masing-masing sebagai Hakim anggota, 

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 

1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 8 Januari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa 

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkandalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Miladiyah, 

bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta XXX sebagai Panitera 

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding 

 

Hakim Anggota 

 

Ttd 

 

XXX 

 

Ketua Majelis 

 

Ttd 

 

XXX 

Hakim Anggota 

 

Ttd 

 

XXX 

 

 Panitera Pengganti 

 

Ttd 

 

XXX 

 

Perincian biaya : 

1. Pemberkasan/ATK  :Rp131.000,00    

2. Redaksi    :Rp10.000,00 

3. Biaya meterai  :Rp9.000,00   

 Jumlah    :Rp150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4: 

PENETAPAN 

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Ketua Pengadilan Agama Rantau telah membaca Surat Keterangan 

Panitera Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 22 Juni 2022 tentang ikrar talak 

lewat waktu dalam perkara antara: 

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 06 

Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX 

Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon; 

melawan 

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 14 

Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX 

Kabupaten Tapin. Dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada XXX., Advokat yang berkantor di Jl. Perintis 

Raya No. 03 RT. 02, Kecamatan Tapin Utara, 

Kabupaten Tapin, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar pada 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 

12/SK/9/2020/PA.Rtu tanggal 29 September 2020, 

sebagai Termohon 

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Panitera tersebut 

ternyata Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai waktu yang telah 

ditentukan peraturan perundang-undangan; 

Mengingat, Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; 

MENETAPKAN 

 Menyatakan kekuatan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 

November 2020 jo. Putusan Tingkat Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm 

tanggal 18 Januari 2021 jo. Putusan Tingkat Kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 

tanggal 12 Agustus 2021 dinyatakan gugur. 

Ditetapkan di Rantau 
Pada tanggal 22 Juni 2022 
Ketua, 
 
Ttd 

XXX 

file:///D:/Taufik%20Rahman/S2%20UIN/Tesis/Tesis%20Taufik%20Rahman/Penetapan%20Izin%20Ikrar%20Talak%20Tidak%20Berkekuatan%20Hukum%20298-Pdt.G-2020-PA.Rtu.pdf
file:///D:/Taufik%20Rahman/S2%20UIN/Tesis/Tesis%20Taufik%20Rahman/Penetapan%20Izin%20Ikrar%20Talak%20Tidak%20Berkekuatan%20Hukum%20298-Pdt.G-2020-PA.Rtu.pdf
file:///D:/Taufik%20Rahman/S2%20UIN/Tesis/Tesis%20Taufik%20Rahman/Penetapan%20Izin%20Ikrar%20Talak%20Tidak%20Berkekuatan%20Hukum%20298-Pdt.G-2020-PA.Rtu.pdf
file:///D:/Taufik%20Rahman/S2%20UIN/Tesis/Tesis%20Taufik%20Rahman/Penetapan%20Izin%20Ikrar%20Talak%20Tidak%20Berkekuatan%20Hukum%20298-Pdt.G-2020-PA.Rtu.pdf


 

Lampiran 5: 

RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap : Taufik Rahman 

2. Tempat dan Tanggal lahir : Teluk Labak, 30 Agustus 1989 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 

5. Status Perkawinan : Sudah Menikah 

6. Istri : Nor Hidayati 

7. Anak  : Muhammad An-Najmi Tsaqib 

8. Alamat :Jalan Teluk Labak No. 17 RT. 03 RW. 02 Desa 

Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan 

9. Riwayat Pendidikan 

a. Tahun 2002 

b. Tahun 2005 

c. Tahun 2009 

d. Tahun 2015 

 

: SDN Taluk Labak 1 

: MTs Nuruddin Pasungkan 

: Pondok Pesantren Darul Amien Negara 

: S.1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  

IAIN Antasari Banjarmasin 

10. Riwayat Pekerjaan 

a. Tahun 2015 – 2017   

b. Tahun 2017 

c. Tahun 2017 – 2018 

d. Tahun 2018 – 2020 

e. Tahun 2020 – 2022 

f. Tahun 2022 – sekarang  

 

: Pengajar di Pondok Pesantren Darul Amien Negara 

: Sekretaris Desa Teluk Labak 

: CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Rantau  

: PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Rantau  

: Hakim Pengadilan Agama Rantau  

: Hakim Pengadilan Agama Amuntai  

11. Orang Tua  

a. Ayah  

Nama : H. Gazali Rahman 

Pekerjaan : Pedagang 

Alamat : Jalan Teluk Labak No. 17 RT. 03, RW. 02 Desa 

Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan 

b. Ibu   

Nama   : Hj. Norlaila 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

     Alamat  

 

 

12.  Saudara 

: Jalan Teluk Labak No. 17 RT. 03 RW. 02 Desa 

Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan 

: Ilham Rahmani (Adik Kandung) 

: Maslina, S. Sos. (Adik Kandung) 
 


